
BUPATI BONE 

PROVINSISULAWESISELATA?f 

PERATURAN BUPATI BONE 

NOMOR 1� TAHUN 2018 

TENT ANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEII' BONE 

NOMOR 10 TAHON 2017 TENTAJfG PENYELENGGARAAN 

ANGKUTA?f UMUM DENGAJf KEJfDARAAN BERMOTOR 

DENGAN RAHMAT TUHAlf YANG MAHA E8A 

BUPATI BONE, 

Menimbang ; a. bahwa dalam rangka pclaksanaan Pcraturan Daerah 

Kabupaten Bone Nomor IO Tahun 2017 tentang 

Penyclenggaraan Angkutan Umum dengan Kendaraan 

Bcrmotor, pcrlu dilaksanakan untuk mewujudkan 

ketcrtiban, kesclamatan, keamanan, kelancaran dan 

kenyamanan dalam berlalu lintas; 

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaimana 

dimaksud pada huruf a, pcrlu menetapkan Pcraturan 

Bupati Bone tentang Pclaksanaan Pcraturan Daerah 

Kabupatcn Bone Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

Pcnyelenggaraan Angkutan Umum dengan Kendaraan 

Bcrmotor; 

Mengingat : l. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pcmbentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lcmbaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 
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3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tcntang 

Kcpolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4168); 

4. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4444); 

S. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pclayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4849); 

6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 ten tang Lalu 

Lintas dan Angkutan Ja1an (Lcmbaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republ.ik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

IO. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 
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11.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 

Pcmbentukan Peraturan Perundang·undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

13. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pcmerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah dcngan Undang- Undang 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang· Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tcntang Pen.ibahan Atas Undang- Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah 

Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

14. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang·Undang Hukum Aca.ra 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 36, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang­ 

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
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Rcpublik Indonesia Tahon 2010 Nomor 90, Tambahan 

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

16. Pcraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembara.n 

Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3838); 

17. Pcraturan Pemcrintah Nomor 34 Tahun 2006 ten tang 

Jalan (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4655); 

18. Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, 

Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 5108); 

I 9. Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Manajemcn dan Rekayasa, 

Analisis Dampa.k serta Manajemen Kebutuhan Lalu 

Llntas (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5221); 

20. Pcraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5317); 

21. Pcraturan Pcmerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Pcmeriksaan Kendaraan Bennotor di Jalan 

dan Pcnindakan Pelanggaran La.Ju Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lemba.ran Negara 

Rcpublik Indonesia Nomor 5346); 

22. Pcraturan Pcmerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang 

Rctribusi Pengendalian La.Ju Llntas dan Rctribusi 

Pcrpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Asing 

{Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2012 
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Nomor 216, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5358); 

23. Pcraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tcntang 

Jaringan La.lu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, 

Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 5468); 

24. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 74 Tahun 2014 tcntang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5594); 

25. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Tingkat II Bone 

Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pcgawai Negcri 

Sipil di Lingkungan Pcmerintah Oaerah Tingkat II 

Bone {Lembaran Daerah Kabupatcn Bone Tahun 2008 

Nomor 6); 

26. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 

2014 tcntang Pcmbentukan Produk Hukum Oaerah 

(Lembaran Oacrah Kabupaten Bone Tahun 2014 

Nomor 11); 

27. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Urusan Pcmcrintah Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 

SJ; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Daerah Ka bu paten Bone Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 

6). 
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MEKUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAJf BUPATI TENTA.NG PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEB BOB NOMOR 

10 TAHUN 2017 TENT.ANG PENYELENGOARAAN 

AJfOKUTAN 

BERMOTOR. 

DENG AN KENDARAAJI' 

BAB l 

KETENTUAJf UIIUM 

Pasal I 

Dalarn Pcraturan Bupali ini yang dimaksud dengan : 

1. Dacrah adalah Kabupaten Bone. 

2. Pcmerintah Daerah adalah kepala dacrah scbagai unsur 

penyelenggara Pcmerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pcmerintahan yang mcnjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupali Bone. 

4. Pcrangkat daerah adalah perangkat daerah dalam lingkup 

pemerintahan Kabupaten Bone yang menyelcnggarakan urusan 

pcmerintah dacrah dibidang pcnyelenggaraan angkutan umum. 

5. Kepala perangkat daerah adalah perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintah daerah 

perhubungan yang penyelenggaraan angkutan umum. 

6. Sadan adalah sekumpul orang-orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang mclakukan usaha maupun yang 

tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, 

pcrseroan komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik 

Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, finna, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, i(mbaga dan bentuk badan lainnya tcnnasuk kontrak, 

konvestasi, kolcktif, dan bentuk usaha tctap. 

dibidang 
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7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan 

kelengkapan dan pcrlengkapannya yang diperu.ntukkan bagi lalu 

lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas 

permukaan tanah, dibawah pennukaan tanah/ atau air, serta 

diatas pcrmukaan air, kcc:uali jalan rel dan jalan kabel. 

8. Ruang lalu lintas, jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi 

gerak pindah kcndaraan, orang dan/ atau barang yang berupa 

jalan dan fasilitas pendukung. 

9. Kclancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan 

yang berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari 

hambatan dan kcmacetan di jalan. 

IO. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adaJah suatu keadaan 

yang bcrlalu lintas yang berlangsung secara teratur scsuai dengan 

hak dan kewajiban setiap pcngguna jalan. 

l L Pcngelenggaraan angkutan umum adalah suatu upaya yang 

dilakukan untuk memuat barang atau penumpang kedalam alat 

pengankutan guna membawa barang atau penurnpang dari tempat 

pemuatan ketempat tujuan dan menurunkan barang atau 

pen um pang dari alat pengangkutan ketempat yang ditentukan. 

12. Perusahaan angkutan urnum adalah badan hukum yang 

mcnycdiakan jasa angkutan orang /at:au barang kcndaraan 

bermotor umum. 

13. Angkutan adalah perpidahan orang dan/ atau barang dari satu 

tcmpat la.in dcngan mcnggunakan kcndaraan di ruang lalu lintas 

jalan. 

14. Angkutan umum adalah angkutan penumpang mclalui jalan yang 

disclcnggarakan dcngan sistcm scwa atau bayar. 

15. Angkutan barang adalah pemindahan barang dari suatu tcmpat 

kctcmpat lain dcngan mcnggunakan mobil barang. kcndaraan 

khusus, kcrct:a tcmpelan dan/ atau kctcra gandcngan, scrta 

kcndaraan bermotor umum mclalui jalan raya. 

16. Angkutan barang umum adalah angkutan barang umum dcngan 

mcnggunakan kcndaraan umum dan kcndaraan tidak umum . 
. 

17. Angkutan barang khusus adalah angkutan dcngan mcnggunakan 

mobil barang untuk mcngangkut barang sccara khusus, bailc: 

berupa bahan bcrbahaya, alat bcrat, pcti kcmas, barang dcngan 
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menggunakan tangki atau barang umum yang tidak dapat 

dipotong-potong atau dipisah-pisahkan yang tidak diwajibkan 

dilakukan pcnimbangan. 

18. Angkutan Sungai dan Danau adalah kcgiatan angkutan umum 

dcngan mcnggunakan kapal atau pcrahu bermotor yang dilakukan 

disungai, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk 

mengangkut penumpang dan/ atau barang. 

19.Angkutan pcrairan adalah angkutan umum di danau, sungai, dan 

dilaut pcsisir dcngan menggunakan pcrahu bennotor atau kapal 

bennotor dengan mengangkut orang atau ba:rang untuk 

menghubungkan dari satu daratan kc dare.tan yang lain dalam 

wilayah Kabupaten Bone. 

20. Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan 

berbahaya, pcti kemas, dan alat bcrat. 

2 L Barang khusus adalah barang yang karcna sifat dan bentuknya 

harus dimuat dengan caT8. khusus. 

22. lzin usaha angkutan umum adalah izin usaha yang dikeluarkan 

oleh Bupati Bone atau Pejabat yang ditunjuk untuk Usaha 

Angkutan Umum Orang dan / atau barang daJrun Daerah, yang 

dilakukan olch BUMN, BUMD, Sadan Usaha Swasta Nasional atau 

Kopcrasi atau perorangan. 

23. lzin trayck adalah Pcmbcrina Izin Angkutan dalam trayck kcpada 

badan hukum atau badan usaha untuk mcnycdiakan pelayanan 

angkutan umum orang dalam dacrah. 

24. lzin Angkutan tidak dalam trayck adalah izin untuk pengangkutan 

orang/khusus dcngan kcndaraan umum tidak dalam trayck yang 

dibcrikan kcpada perusaan angkutan umum bcrbcntuk badan 

hukum atau badan usaha. 

25. Jzin lnsidcntil adalah izin yang dibcrikan kcpada perusahaan 

angkutan yang telah mcmiliki izin trayek untuk mcnggunakan 

kendaraan bcnnotor menyimpang dari trayck yang tclah dimiliki. 

26. Trayck adalah lintasan kcndaraan bcnnotor umum untuk 

pclayanan _jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau 

mobil bus yang mcmpunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, 

lintasa tctap, dan jenis kendaraan tetap serta bcrjadwal atau tidak 

berjadwal. 
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27. Trayek tidak tetap dan tidak terater (tramper) adalah pelayanan 

angkutan umum bermotor yang dilakukan secara tidak tetap dan 

tidak teratur. 

28. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayck yang menjadi satu 

kesatuan jaringa.n pelayanan angkutan orang. 

29. Rencana umum jaringan trayek adalah dokumen yang memuat 

rcncana jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bcnnotor dalam 

satu kesatuan jaringan. 

30. Kenda.man bennotor adalah setiap kendaraan yangd igerakkan oleh 

pcralatan mekanik berupa mesin sclain kendaraan yang berjalan di 

atas rel. 

31. Kendaraan Bcrmotor Umum adalah setiap Kendaraan Bcrmotor 

yang digunakan untuk Angkutan bamng dan / atau orang 

memlalui jalan dengan dipungut bayaran. 

32. Mobil Pcnumpang adalah Kcndaraan Bermotor Angkutan orang 

yang mcmiliki tempat duduk maksimal 8 (dclapan) orang, termasuk 

untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga 

ribu lima ratus) kilogram. 

33. Mobil Bus adalah Kendaraan Bennotor Angkutan orang memilild 

tempat dududk Jebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk 

pengemudi atau yang beratnya lcbih dari 3.500 (tiga ribu lima 

raws) kilogram. 

34. Kcndaraan Bennotor Rakitan adalah setiap kcndaraan yang 

digcrakkan oleh peralatan mekanik alat angkutan kcndaraan. 

35. Kapa! bennotor adalah kendaraan air dcngan bentuk dan jenis 

tcrtentu, yang digerakkan dengan tenaga mckanik dcngan 

kapasitas tcrtcntu. 

36. Pcrahu bennotor adalah kendaraan air dengan bentuk dan jcnis 

tcrtentu yang digunakan di sungai, danau, dan di perairan yang 

digcrakkan dengan tcnaga mckanik yang sedcrhana. 

37. Kartu pengawasan ada1ah turunan dari izin trayck dan senantiasa 

harus berada pada sctiap kendaraan mobil bus um.um dan / atau 

mobil pcnumpang um.um yang diopcrasikan. 

38. Surat Izin · Operasional yang selanjutnya disingkat SIOP adalah 

surat izin yang diberikan kcpada Pemilik atau Pcngusaha Angkutan 
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Umum untuk mengoperasikan kendaraan bennotor umum di 

sungai, danau dan perairan. 

39. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Rcpublik Indonesia atau 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertcntu yang diberi wcwenang khusus 

oleh Undang· Undang untuk mclakukan penyidikan. 

40. Penyidikan adaJah serangkaian tindakan penyidik dalam haJ dan 

menurut cara yang diatur dalam Undang· Undang untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang· 

terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. 

41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS 

adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan 

Pemerintah Oaerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang· 

Undang untuk melakukan penyidikan tcrhadap pelanggaran 

Peraturan Oaerah, dan Peraturan Pelaksanaannya. 

42. Penindakan adalah upaya pencgakan hukum kepada pelaku 

43. pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

44. Hari adalah hari kerja. 

BAB II 

MAKBUD DAlf TUJUAlf 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur ketentuan teknis 

pe\aksanaan umum dengan kendaraan bennotor melalui jalan darat, 

sungai, danau, dan perairan. 

Pasal 3 

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dan 

manfaat kepada masyarakat serta aparatur pemerintah dalam 

perencanaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan 

angkutan umu,m dengan kendaraan bennotor. 
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BAB III 

AlfGKUTAlf ORANG 

Parag,afl 

Umum 

Pasal 4 

(I) Penyelenggaraan angkutan orang dcngan kcndaraan bcrmotor 

umum di ja1an darat, wajib mcmiliki tanda khusus yang mclckat 

pada badan kcndaraan 

(2) Penggunaan tanda khusus scbagaimana dimaksud ayat (I) 

mcrupakan bcntuk dan simbol yang menunjukkan idcntitas 

kcgiatan usaha angkutan orang, wilayah operasiona1 scrta jenis 

layanan angkutan orang. 

Pasal s 

(l) Wilayah opcrasional angkutan orang dengan kendaraan bcnnotor 

umum di ja1an darat terbatas pada wilayah administrasi 

pemerintahan dacrah kabupaten 

(2) Wilayah operasional angkutan orang dengan menggunakan 

aplikasi online diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati. 

Paragn,f 2 

Tanda Khusus Kendaraan Angkutan Orang 

Pasal 6 

(1) Tanda khusus yang dipergunakan pada kendaraan angkutan 

orang terdiri dari : 

a. Logo; 

b. Wama; 

c. Anglea; dan 

d. Tulisan. 

(2) Logo dan tulisan mcnunjukkan identitas penyedia jasa dan atau 

kegiatan usaha 

(3) Wama, angka dan tulisan menunjukkan wilayah operasional dan 

jenis layanan jasa angkutan orang 
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(4) Tanda khusus bcrupa warna dan angka yang menunjukkan 

wilayah operasional ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pa,al7 

(1) Bentuk tulisan kendaraan angkutan orang adalah bcrbcntuk 

huruf"KAPITAL" 

(2) Ukuran tu1isan kendaraan angkutan orang disesuaikan dengan 

kondisi fisik luar kcndaraan 

(3) ldentitas Kendaraan angkutan orang terdiri dari; 

a. Nomor Polisi Kendaraan; 

b. Merck Kendaraan; dan 

c. Tahun Pembuatan. 

Paragraf 3 

Tanda Khusus Kcndaraan Angkutan Orang Oalarn Trayek 

Pasal8 

{l) Penggunaan warna, angka dan tulisan sebagaimana dimaksud 

pasal 6 ayat (3) wajib melekat pada badan kendaraan angkutan 

orang dalam trayek. 

(2) Penggunaan wama dan angka yang menunjukkan wilayah 

operasional angkutan orang dalam trayek ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 
Paragraf4 

Tanda Khusus Kendaraan Angkutan Orang Tidak Dalarn Trayek 

Pa"819 

(1) Penggunaan logo dan tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 ayat (2) merupakan tanda khusus yang melekat pada badan 

kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang meliputi : 

a. angkutan Taksi; 

b. angkutan AntaT Jemput; 

c. angkutan Karyawan; 

d. angkutan Keperluan Sosial; dan 

e. angkutan Pariwisata. 
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(2) Tanda khusus yang melekat pada kendaraan angkutan carter, 

scwa khusus dan kawasan tertentu dapat berupa warna, angka, 

tulisan dan atau perpaduan diantaranya. 

BABIV 

AKGKtJTAl'f BARAllfG 

Bagian Kesatu 

Angkutan Barang Umum 

Pasal 10 

(1) Wilayah operasional angkutan barang umum dengan kendaraan 

barang bermotor rakitan terbatas pada wilayah perdesaan. 

(2) Wilayah operasional angkutan barang dengan sepeda motor 

rakitan dapat beroperasi diwilayah perkotaan dengan ketentuan 

sebagai bcrikut : 

a. tidak menggangu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu 

lintas; dan 

b. tidak melaksanakan kegiatan muat dan bongkar barang di 

jalan-jalan protokol yang telah memenuhi persyaratan teknis 

dapat dioperasikan di wilayah perdesaan. 

Bagian Kedua 

Kelas Jalan dan Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang 

Pasal 11  

(1) Kelasjalan berdasarkan rambu-rambu lalu lintasjalan. 

(2) Pengaturan mengenai kelas jalan , yaitu; 

I. jalaa kelu l, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui 

Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 

(dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 

18.000, (delapan bclas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 

4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu 

terberat 10 (sepuluh) ton; 
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2. jalan blu II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan 

yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar 

tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran 

panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, 

ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) mitimeter, 

dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; 

3. jaltln lr:elu W, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan 

lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan 

ukuran Jebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, 

ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, 

ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan 

muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; 

4. jalan blu lr:huaua, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui 

Kendaraan Bermotor dengan ukuran Jebar melebihi 2.500 (dua 

ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 

(delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 

(empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 

lebih dari 10 (sepuluh) ton. 

(3) Muatan yang diangkut tidak boleh melebihi daya angkut dari 

kendaraan itu sendiri. Apabila muatan yang diangkut tersebut 5% 

(lima persen) melebihi kapasitas (over capacity) dari kendaraan 

angkutan itu sendiri maka petugas yang berwenang dapat 

melarang pengemudi untuk meneruskan perjalanan. 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Pengangkutan Barang Umum 

Pasal 12 

(I) Untuk menaikkan dan/atau menurunkan barang umum harus 

memenuhi ketentuan : 

a. Tidak dilakukan diatas badan jalan; dan 

b. Tidak dilakukan pada jam sibuk mulai pukul 07 .00 wita 

sampai dengan pukul 14.00 wita 
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(2) Barang umum yang menonjol melampaui bagian luar bclakang 

mobil barang tidak boleh melebihi 2.000 milimeter. 

(3) Bagian yang menonjol lebih dari 1.000 milimetcr harus diberi 

tanda yang dapal memantulkan cahaya yang ditcmpatkan pada 

ujung muatan. 

(4) Apabila barang yang menonjol mengaha1angi lampu-lampu atau 

pemantul cahaya, maka pada ujung muatan terscbut ditambah 

lampu-lampu dan pemantul cahaya. 

(5) Pcmuatan barang umum dalam ruangan muatan mobil barang 

harus disusun dengan baik schungga beban tcrdistribusi sccara 

proporsional pada sumbu-sumbu kenda.raan. 

(6) Distribusi muatan barang scbagaimana dimaksud pada ayat {8) 

harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk 

masing-masing sumbu, daya dukung jalan scrta jumlah berat 

yang diperbolehkan. 

BABV 

PERIZUfAJI' PElfYELEl'fGGARAAJI' AJl'GKUTAN UMUM 

Bagian Kesa.tu 

Pencabutan lzin Usaha Angkutan 

Pasal 13 

(1) lzin usaha angkutan dicabut apabila: 

a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan yang ditetapkan; 

b. perusahaan nagkutan tidak melakukan kegiatan usaha 

angkutan; 

c. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

d. pengusaha angkutan mclampirkan dokumen palsu sewaktu 

mengajukan permohonan; 

e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang 

tertulis dalam izin usaha angkutan. 
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(2) Pcncabutan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan melalui proses pcringatan tertulis sebanyak 3 

(tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 

l{satu) bulan 

(3) Apabila pcringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak dilndahkan, dilanjutkan dengan pcmbekuan izin usaha 

angkutan untukjangka waktu l(satu) bulan. 

{4) Apabila pcmbekuan izin usaha angkutan dimaksud pada ayat (3) 

habis jangka waktunya dan tidak ada usaha pcrbaikan, izin usaha 

angkutan dicabut. 

Bagian Kedua 

lzin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayck 

Pasal 14 

(I) Tata cara pcncrbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam 

trayek meliputi : 

a. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk trayek tetap dan 

teratur adalah mcmiliki fain usaha angkutan dan lzin trayek. 

I. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Izin 

usaha angkutan : 

a) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

b) memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon 

yang berbentuk badan usaha, akta pendirian koperasi 

bagi pemohon berbentuk koperasi dan ta.nda 

kcpcndudukan untuk pemohon perorangan; 

c) Pemyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas 

pcnyimpanan kendaraan. 

2. Pcrsyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Izin 

trayek terdiri dari pcrsyaratan administratif dan teknis, 

sebagaimana dijelaskan sebagai berikut : 
. 

a) Pcrsyaralan Administratif 

1) memiliki surat lzin usaha angkutan; 
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2) mcnandatangani surat penyaratan kesanggupan 

untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai 

pcmegang lzin trayek; 

3) memiliki atau menguasai kendaraan yang laik jalan 

yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK) sesuai domisili pcrusahaan dan 

rotokopi Buku Uji Kendaraan; 

4) menguasai fasilitas pcnyimpanan/ pool kendaraan 

bennotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan 

bangunan serta surat keterangan mengenai 

kepcmilikan dan penguasaan; 

SJ memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang 

mampu menyediakan rasilitas pemeliharaaan 

kendaraan bennotor sehingga dapat merawat 

kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laikjalan; 

6) surat keterangan kondisi usaha, sepcrti pennodalan 
dan sumber daya manusia; 

7) surat keterangan komitmen usaha seperti jenis 

pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar 

pelayanan yang diterapkan; 
8) surat pertimbangan dari Bupati, dalam ha! ini Dinas 

Kabupaten/ Kota yang membidangi Angkutan. 
b) Persyaratan Teknis 

I) pada trayek yang dimohon masih dimungkinkan 
untuk pena.mbahan jumlah kendaraan; 

2) prioritas d.iberikan bagi pcrusahaan angkutan yang 

mampu memberikan pclayanan angkutan terbaik. 
b. Pengajuan Pennohonan : 

1. pennohonan lzin Usaha Angkutan diajukan kepada Bupati 
ata1! Walikota sesuai domisili pcrusahaan, baik untuk 

kantor pusat maupun kantor cabang; 
2. permohonan lzin Trayek diajukan kepada Kepala Dinas 

Perhubunga Kabupaten Bone untuk : 
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a) Angkutan Antar Kabupaten/Kota; 

b) Angkutan Antar Kabupaten/Kota untuk Antar Jemput; 

c) Angkutan Antar Kota dan Antar Pro Kabupatcn/Kota vinsi 

untuk Pemadu Moda. 

c. Pcnyclesaian Pcrmohonan : 

1. pembcrian izin trayek dan izin usaha dibcrita.hukan atau 

ditolak setelah memperhatikan pertimbangan selambat· 

lambatnya dalam waktu 14 (empat bclas) hari kerja setclah 

permohonan ditcrima lengkap; 

2 . .izin insidentil dibcrikan kepada perusahaan angkutan yang 

telah memiliki lzin trayek untuk menggunakan kendaraan 

bcrmotor cadangannya yang menyimpang dari trayek yang 

dimiliki, dengan ketcntuan : 

d. Masa bcrlaku izin : 

l. izin bcrlalru untukjangka waktu 5 ta.bun; 

2. perubahan dan/ atau perpanjangan masa bcrlakunya, 

dilakukan dalam ha! : 

a) pembaharuan masa bcrlaku Izin; 

b) penarnbahan trayck atau penarnbahan kendaraan atau 

penambahan frekuensi; 

3. pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan atau 

pengurangan frekuensi; 

4. perubahan jam perjalanan; 

S. perubahan t.rt1,yek (dalam ha! terjadi perubahan rutc, 

perpanjangan rule atau perpendekan rute); 

6. penggantian dokumen perizinan yang hilang dan rusak.; 

1. pengalihan kepemilikan perusahaan; 

8. penggantian kendaraaan meliputi percmajaan kendaraan, 

perubahan identitas kendaraan dan tukar posisi operasi 

kendaraan. 

{2) Permohonan lzin insidentil hanya dibcrikan untuk satu kali 

perjalanan pulang pergi, dan bcrlaku paling lama 14 hari dan tidak 

dapat diperpanjang. 
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Pasal 15 

Pencabutan ljin Trayek dilakukan jika : 

a. tidak melakukan kegiatan wajib angkut selama 3 (tiga) bulan sejak 

ijin dikeluarkan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 

b. pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam surat 

ijin trayek; 

c. tidak melaksanakan daftar ulang 2 (dua) kali berturut-turut; 

d. mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan 

teknis dan laikjalan; 

c. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut; 

f. tidak mcmatuhi ketentuan waktu kcrja dan waktu istirahat bagi 

pengemudi; 

g. memperkerjakan pengemudi yang tidak memenuhi persyaratan 

sesuai kctentuan peraturan pcrundang-undangan; 

h. tidak mematuhi ketentuan tarif angkutan yang telah ditetapkan 

pcmerintah; 

1. mclakukan kcgiatan yang mengganggu kepentingan ketenteraman 

dan ketertiban umum; dan 

j. berdasarkan pcrtimbangan-pcrtimbangn lain yang obyektif. 

BABVI 

PER'GAWASAM ANGKUTAN 1JMUM 

Pasa1 16 

(I) Pengawasan pengoperasian 11:10 operasional penyclenggaraan 

angkutan orang dan angkutan barang dengan kendaraan bermotor 

umurn di ruang lalu lintas jalan, dilaksanakan untuk 

mengendalikan penyelenggaraan Jalu lintas dan angkutan jalan 

yang aman, tertib, lancar dan berkeselamatan. 

(2) Aspck-asJ:k;k pcngawasan dalam upaya mewujudkan pengendalian 

pcnyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana 

dimaksud ayat ( I) meliputi; 



-20- 

a. Aspek perizinan; 

b. Aspek Pengujian Kendaraan Bennotor; 

c. Tata cam pemuatan; 

d. Daya angkut; 

e. Dimensi kendaraan; dan 

r. Klasifikasi kelas jalan yang dilalui. 

Pasal 17 

(I) Aspek Pengawasan Pengoperasian lzin Angkutan orang dan 

angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) 

terwujud dalam bentuk Kartu Pengawasan yang diterbitkan oleh 

Dinas Perhubungan. 

(2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (I) sekurang­ 

kurangnya memuat aspek pengawasan sebagai bcrikut; 

a. ldentitas Kendaraan; 

b. Register Nomor Uji Kendaraan; 

c. Register Nomor Perizinan Trayek; dan 

d. Daya Angkut Penumpang dan Barang. 

Pasal 18 

(1) Objek Kartu Pengawasan yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan 

meliputi; 

a. Kendaraan angkutan orang dengan trayek tidak tetap dan tidak 

teratur; dan 

b. Kendaraan angkutan barang dan angkutan barang khusus. 

(2) Tidak tennasuk dalam objek kartu pengawasan meliputi : 

a. Kendaraan sepeda motor, 

b. Kendaraan angkutan orang dalam trayek; dan 

c. Kendaraan angkutan untuk kepentingan sosial. 

(3) Terhadap penyclenggara kegiatan angkutan bennotor yang menjadi 

objek kartu pengawasan dapat memberikan partisipasi pihak ketiga 

yang sil'atnya tidak mengikat. 
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(4) Partisipasi pihak kctiga scbagaimana dimaksud ayat (3) disctor kc 

kas dacrah. 

BAB VU 

TARIF ANGKUTAN UIIUM 

Pasal 19 

(1) Pcnctapan tarif didasarkan pada kondisi wilayah, sosial dan 

ckonomi masyarakat. 

(2) Penycsuaian tarif angkutan umum kclas ckonomi scsuai dcngan 

kcbijakan pcmcrintah yang diatur lcbih Janjut dalam Kcputusan 

Bupati. 

BABVlll 

SISTEM INFORMASI IIANAJEIIENEJf PERIZl8A1f Al'fGKUTAl'f 

Pasal 20 

(1) Dalam ha! mcmudahkan pclaksanaan tugas-tugas Dinas 

Pcrhubungan di bidang angkutan untuk mctakukan pcnyusunan 

sistcm informasi manajcmcn perizinan angkutan dapat dilakukan 

dcngan cara : 

a. mctodc pcnclitian; 

b. proscdur pcrmohonan i.rin; dan 

c. pencatatan angkutan. 

(2) Sistem informasi manajcmen pcrizinan angkutan mcrupakan 

sistcm yang tcrintcgrasi yang mclibatkan stakeholder yang 

bcrkcpentingan scbagai surnbcr informasi atau pengumpulan data 

utama. 
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BAB IX 

PERAN SERT A MASYARAKAT 

Pasal 21 

(I) Masyarakat memiliki kescmpatan untuk berpcran scrta dalam 

proses pengambilan keputusan dibidang penyelenggaraan 

angkutan umum. 

(2) Peran scrta masyarakat scbagairnana dimaksud pada ayat (I) 

berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, 

masukan terhadap pengembangan, infonnasi potcnsi dan 

masalah, serta rencana pengembangan di bidang angkutan umum. 

(3) Saran, perimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan 

scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disampa.ika.n secara tcrtulis 

kcpada pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bone. 

BABX 

PEMBINAAJlf, PEROAWASAN', DAit PERGEltDALIAJf 

Pasal 22 

(I) Sa]ah satu pendekatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan Kabupatcn Bone adalah dengan memberikan 

sosialisasi tcntang penyelcnggaraan angkutan umum dengan 

kendaraan bennotor. 

(2) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan melalui kartu 

pengawasan. 

(3) Dalam rangka mewujudkan keamanan, kesclamatan bcrlalu 

lintas, angkutan jalan, akibat tidak dipenuhinya tata cara 

pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan perlu 

dilakukan pengendalian pcnyelenggaraan angkutan umum. 

{4) Dalam hal penyelenggaraan angkutan umum dengan kendaraan 

bermotor 'dalam daerah melanggar Peraturan Bupati ini, maka 

akan dilakukan pcnindakan sesuai Peraturan Perundang· 

Undangan yang berlaku. 
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BABXI 

PEIIUTUP 

Pasal 23 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang mengctahuinya, memerintahkan pcngundangan 

Pcraturan Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Serita Daerah 

Kabupaten Bone. 
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